
Saudara-saudari sebangsa, 

 

Kita telah tahu bahwa puluhan tahun bangsa Maluku dianaktirikan, sejak 

pendudukan ilegal oleh Indonesia setelah proklamasi Republik Maluku Selatan pada 

25 April 1950.  

 

Sejak saat itu, tanah kita, sumber daya alam kita, dan masa depan kita telah 

dirampas secara sistematis. Selama beberapa generasi, tanah Maluku dirampas 

habis, sementara bangsa kita dimarginalkan. 

Bukan hanya tanah kita yang dirampas, tetapi sejarah kita, identitas kita, dan 

martabat kita juga telah dirampas. 

 

Pada tgl 30 Juni 2026, sehubungan dengan pembunuhan seorang saudara sebangsa 

di Jakarta (Matraman), pula menjadi sangat jelas betapa dalamnya penghinaan 

terhadap orang-orang Maluku. 

Orang-orang Maluku disamakan dengan binatang oleh orang Indonesia bahkan 

disebut sebagai monyet. 

Perkataan-perkataan seperti itu bukanlah insiden yang dapat kita abaikan begitu 

saja. Perkataan-perkataan itu melukai martabat kita dan menegaskan apa yang telah 

kita alami jauh lebih lama.  

 

Oleh karena itu, satu hal harus benar-benar jelas: bangsa Maluku bukanlah bagian 

dari Indonesia saat ini. Indonesia adalah nama satu negara, tetapi bukan suatu 

bangsa. Kita adalah suatu bangsa Maluku dengan sejarah kita sendiri, identitas kita 

sendiri, dan hak kita sendiri untuk menentukan nasib sendiri. 

 

Dalam 76 tahun terakhir, Maluku tidak hanya dirampas sumber daya alamnya. Juga 

telah dilakukan untuk merampas martabat kita sebagai anak-anak Maluku. Tetapi 

martabat kita tidak lenyap. Martabat itu tetap hidup dalam diri kita: dalam bahasa 

kita, budaya kita, dan keterhububgan kita. 

 

Bahkan bagi mereka yang telah lama percaya pada negara Indonesia yang 

didominasi Jawa, ini harus menjadi titik balik. Fakta-fakta tidak dapat lagi disangkal. 

Siapapun yang menginginkan perdamaian, keadilan, dan masa depan yang 

bermartabat bagi bangsa kita harus berani mengakui bahwa hanya ada satu jalan 

yang benar ke depan: Maluku yang merdeka. 

 

Oleh karena itu, saya menghimbau kepada semua orang, seperti yang telah 

dianjurkan oleh banyak orang sebelumnya, untuk menyelenggarakan kongres dunia 

di Ambon pada tahun 2027.  

 

Mari kita berkumpul di sana, tanpa memandang warna politik, agama, atau asal 

usul. Sebagai anak-anak bangsa Maluku, di mana pun kita tinggal — di Maluku,  



Indonesia, Australia, Amerika, Jerman, Inggris, Belanda, atau di tempat lain di dunia 

— marilah kita berbicara bersama tentang masa depan tanah Maluku kita yang kaya. 

 

Saya menghibau kepada Gubernur, Tuan Hendrik Lewerissa, Wakil Gubernur Tuan 

Abdullah Vanath, Walikota Ambon, Tuan Bodewin Wattimena, dan semua Raja kita 

di semua pulau dari utara hingga selatan: dukunglah kongres ini. 

 

Kalian semua bertanggung jawab bersama untuk melindungi kekayaan, budaya, dan 

identitas kita, tetapi yang terpenting adalah untuk tidak lagi menerima penghinaan 

terhadap martabat kita sebagai bangsa Maluku! 

 

Dengan kongres ini, kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu 

bertanggung jawab atas negara kita dan memerintahnya sendiri. Marilah kita 

menyatakan dengan jelas bahwa kita, sebagai bangsa Maluku, mau dan dapat 

menggunakan hak kita untuk menentukan nasib sendiri, sebagaimana ditetapkan 

pada tanggal 25 April 1950, dalam proklamasi Republik Maluku Selatan. 

 

Maluku tidak perlu mengembalikan bendera Indonesia kepada penjajah Indonesia. 

Sejak 25 April 1950, kami memiliki bendera nasional tersendiri dengan empat warna 

yang indah: biru, putih, hijau dan merah. Tidak ada yang perlu dikembalikan. 

Bendera Indonesia tidak pernah secara sukarela dipilih oleh kami daripada bendera 

empat warna kami. Bendera empat warna kami berkibar di Kota Ambon sebelum 

bendera Indonesia. 

 

Kami tidak meminta belas kasihan. Kami bukan bangsa yang kasihan, tetapi bangsa 

yang bangga. Kami menuntut pengakuan, keadilan, dan kebebasan. Masa lalu kita 

menghubungkan kita, persatuan kita memberi kita kekuatan, tetapi masa depan kita 

menuntut keberanian dari kita semua untuk berjuang.  

 

Mena!  

 

Atas nama Pemerintah Republik Maluku Selatan 

di Pengasingan, 

 

Mr. J.G. Wattilete 

Kepala Negara 
 


